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PendahuluanPendahuluan

Permasalahan sampah masih menjadi

sorotan dan hampir semua kota di

Indonesia menghadapi permasalahan

dalam pengelolaan sampah. Khususnya di

daerah perkotaan, dapat dikatakan bahwa

mengelola sampah di perkotaan sangat

sulit dan memiliki banyak tantangan dalam

pengelolaannya, belum lagi di perkotaan

banyak sekali terdapat pabrik dan

perusahaan besar yang menghasilkan

sampah jauh lebih banyak.

• Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah

• Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu

sampah organik dan sampah anorganik.

Sampah organik adalah sampah yang dapat

terurai, seperti sisa makanan dll, sedangkan

sampah anorganik adalah sampah yang

tidak mengalami pembusukan seperti plastik

dll. Sampah organik yang dihasilkan dari

kegiatan rumah tangga sangat banyak

jumlahnya dan seringkali hanya dibakar

sehingga menghasilkan polusi bagi

lingkungan sekitar.

Kebijakan Pemerintah

Permasalahan Sampah Sampah
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Pendahuluan
Menurut Kuncoro Sejati (2009 : 24),
pengelolaan sampah merupakan seluruh
kegiatan yang dilakukan untuk menangani
sampah mulai dari ditimbulkannya sampah
hingga pembuangan akhir. Sampah harus
dikelola dengan sebaik mungkin, jika
sampah tidak dibuang dan dikelola dengan
baik maka akan berdampak pada
pencemaran terhadap lingkungan manusia.

Tabel 1.  Data Sampah Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan data dari

Sistem Inormasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2023

No Tahun Jumlah Timbulan Sampah 
Harian

Timbulan Sampah 
Tahunan

1 Tahun 2019 1.223,93 ton 446.733,65 ton

2 Tahun 2020 1.086,24 ton 396.476,90 ton

3 Tahun 2021 1.114,65 ton 406.6847,51 ton

Semakin bertambahnya jumlah penduduk
dan aktivitas di setiap daerah maka akan
semakin meningkat juga jumlah sampah
yang dihasilkan setiap harinya. Semakin
meningkatnya jumlah timbulan sampah
akan berdampak pada lingkungan sekitar,
akan terjadi pencemaran pada lingkungan
terutama di kota-kota besar yang memiliki
banyak kawasan industri. Saat ini semakin
banyak dibangun gedung seperti kawasan
industri juga tempat makan, mengakibatkan
meningkatnya volume sampah.
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Permasalahan Dalam Implementasi Pengelolaan 
Sampah Di Desa Boro

Belum tersedianya tempat pembuangan khusus untuk sampah di Desa

Boro

Para warga membuang sampah di kawasan parit dan sungai

mengakibatkan pencemaran pada lingkungan dan dapat mengganggu

kesehatan.

Juga minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap

permasalahan sampah dilingkungan rumah seperti membuang sampah

sembarangan yang dapat menyebabkan banjir.
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PENELITIAN TERDAHULU

Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa Pengelolaan Sampah telah
dilaksanakan dengan baik di Dinas
Lingkungan Hidup. Namun masih
kurang optimalnya Pemerintah
untuk memberikan motivasi kepada
masyarakat dalam pengelolaan
sampah, akibat terbatasnya
anggaran dari APBD, serta
kurangnya kesadaran masyarakat
dalam membayar retribusi sampah.

Muhammad Ibrahim 

Sahupala, 2020 

“Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Tasikmalaya (Studi Di 

Kecamatan Indihiang Kota 

Tasikmalaya)”. 

Ida Probosari, 2020 

“Peran Serta Masyarakat Dalam 

Penanganan Sampah Rumah Tangga 

Di Kelurahan Krobokan Kota 

Semarang”. 

Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa
masyarakat berpartisipasi
dalam proses penanganan
sampah rumah tangga
dengan melalui program
Bank Sampah Resik Becik
yang ada di Kelurahan
Krobokan Kota Semarang.

M. Farhan Surya Novaldi 

dkk , 2022 

“Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Sampah Di Desa Margagiri Kec. 

Bojonegara Kab. Serang”. 

Hasil penelitian yang di dapat dari
penelitian ini yaitu Pemerintah Desa
Margagiri sudah berusaha
mengatasi masalah sampah
dengan cara sampah diangkut
oleh petugas dari rumah warga
kemudian diolah di TPS dan
sebagian di buang di TPS Cilowong.
Namun pada saat membuat
keputusan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat belum
maksimal.
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METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian 
Teknik Penganalisisan 

Data 

Lokasi Penelitian

Menggunakan metode 
penelitian Kualitatif Deskriptif.

Desa Boro Kecamatan 
Tanggulangin Kabupaten 
Sidoarjo.

Menggunakan model interaktif dari Miles dan
Huberman melalui pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Observasi

2. Wawancara

3. Dokumentasi.

Teknik Penentuan 

Informan 

Fokus Penelitian

Implementasi kebijakan dengan menggunakan
pendekatan teori dari Edward III. yang terdiri
dari 4 (empat) indikator, yaitu : Komunikasi,
Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

Teknik Pengumpulan 

Data 

Menggunakan teknik 
purposive sampling
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Hasil Dan Pembahasan

Komunikasi 

Implementasi dapat dikatakan efektif jika pembuat keputusan
kebijakan telah mengerti apa yang haruus dilakukan. Tujuan dari
komunikasi adalah adanya konsistensi dari para pelaksana kebijakan
yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Apabila penyaluran
komunikasi dilakukan dengan baik maka implementasi juga dapat
berjalan baik. Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan
Sampah di Desa Boro, Pemerintah Desa Boro melakukan komunikasi
melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan komunikasi antara Perangkat
Desa Boro dan Petugas pengurus sampah serta masyarakat.
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Hasil Dan Pembahasan

Dari gambar 2 menunjukkan bahwa perangkat Desa
Boro telah melakukan sosialisasi yang melibatkan pengurus
sampah dan masyarakat. Sosialisasi untuk memberitahukan
kepada warga terkait dengan kegiatan pengangkutan
sampah dan menghimbau masyarakat agar tidak
membuang sampah sembarangan.

Komunikasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa
beserta jajarannya melalui sosialisasi telah berjalan dengan
lancar. Akan tetapi, sosialisasi masih kurang maksimal
karena tidak konsisten dalam pelaksanannya, sebab
sosialisasi dilaksanakan hanya satu kali dan tidak
dilaksanakan secara rutin. Selain itu, yang mengikuti
sosialisasi hanya sebagian warga saja, yang dapat
menimbulkan miskomunikasi dari setiap masyarakat
sehingga ada yang setuju dan ada yang kurang setuju
dengan kegiatan pengelolaan sampah dengan cara
pengangkutan sampah karena adanya penarikan iuran
sebagian warga tidak mau jika harus membayar.

Sumber : Diolah dari Perintah Desa Boro, 2023

Gambar 2
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Hasil Dan Pembahasan

Sumber Daya

Goerge C Edwards III (1980) menyatakan bahwa sumber daya
merupakan aspek yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Di
dalam implementasi, sumber daya dapat berupa sumber daya manusia,
anggaran dan fasilitas fisik. Jika sumber daya implementor sebagai
pelaksana dari kebijakan tersebut kurang maka implementasi tidak dapat
berjalan dengan baik.
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Hasil Dan Pembahasan
Dari gambar 3 menunjukkan bahwa Sumber daya fasilitas masih

kurang memadai karena hanya ada 1 motor sampah 3 roda untuk
mengangkut sampah sedangkan sampah dari rumah warga jika
dihitung setiap harinya mencapai 1 ton sehingga jika sampah tidak
mencukupi untuk di bawa ke motor maka petugas sampah harus
bekerja dua kali untuk mengambil sampah dari rumah warga yang
lain. Maka, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan
Pengelolaan sampah di Desa Boro masih belum optimal. Hal itu
salah satunya disebabkan karena faktor adanya keterbatasan
sumberdaya yang dimiliki. mulai dari jumlah pegawai pengurus
sampah yang terbatas, anggaran dana yang juga masih kurang,
dan fasilitas yang kurang memadai.

Sarana dan prasarana terkait tempat pembuangan sampah
belum memadai dan dinilai masih kurang. Akibatnya para warga
membuang sampah di sungai dan membakarnya di halaman
rumah. Implementasi kebijakan membutuhkan fasilitas atau sarana
dan prasana yang memadai agar dapat mencapai tujuan suatu
kebijakan. Sumber daya finansial dari pemerintah desa juga masih
kurang karena terbatasnya anggaran dana untuk membangun TPST.

Sumber : Dokumen peneliti, 2023

Gambar 3
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Hasil Dan Pembahasan
Disposisi

Disposisi merupakan sikap atau kemauan yang dimiliki para
pelaksana kebijakan. Selain memiliki pengetahuan tentang tindakan
apa yang dilakukan, pelaksana kebijakan diharuskan memiliki sikap dan
kemampuan. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi
pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan
efisien.

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa dinas pekerjaan
umum membantu pemerintah Desa Boro agar menormalisasikan sungai
dengan membersihkan sungai, mengangkut sampah-sampah dari
sungai agar sungai lebih bersih dan lingkungan menjadi sehat. Sikap
para pelaksana kebijakan sudah baik dan para pegawai
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing
dalam pengelolaan sampah telah berjalan sesua. Para pegawai telah
memiliki kemauan dan kesadaran dalam melakukan tugasnya, serta
bertanggung jawab akan tugas-tugasnya. Hanya saja dari masyarakat
yang kurang kesadaran diri dan kurang pemahaman mengenai
persoalan sampah dan kurangnya kesadaran diri dari masyarakat
untuk membayar iuran untuk sampah.

Sumber : Dokumen peneliti, 2023

Gambar 4
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Hasil Dan Pembahasan

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu organisasi yang ditetapkan secara rasional
untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan
tugas-tugas yang telah ditetapkan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan,
harus bisa mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan
koordinasi dengan baik. Jika struktur birokrasi pada implementasi tidak kondusif,
yang terjadi adalah sumber daya tidak efektif juga tidak memiliki motivasi sehingga
pelaksanaan kebijakan dapat terhambat.

Pada pengolahan sampah belum dapat berjalan dengan maksimal karena
belum ada SOP yang jelas karena Desa Boro belum memiliki TPST. Maka
pengelolaan sampah di Desa Boro dilakukan dengan cara pengangkutan sampah
oleh petugas pengangkut sampah, setelah sampah diambil dari rumah warga
kemudian para petugas sampah melakukan pemilahan sesuai dengan jenis-
jenisnya, setelah melakukan pemilahan petugas pengangkut sampah langsung
membawa sampahnya ke TPA untuk pengolahan sampah lebih lanjut di TPA agar
dapat dilakukan pemrosesan akhir.
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Kesimpulan
Tujuan dari komunikasi yang efektif agar dapat memberikan kemudahan dalam memahami

informasi yang disampaikan agar terjalin komunikasi yang baik dari semua pihak yang dilibatkan dalam
suatu implementasi kebijakan. Komunikasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa Boro melalui sosialisasi
telah berjalan dengan lancar. Namun sosialisasi tersebut masih kurang maksimal karena tidak konsisten
dalam pelaksanannya, sebab sosialisasi tidak dilaksanakan secara rutin. Keterbatasan sumberdaya
yang dimiliki dalam implementasi pengelolaan sampah di Desa Boro, dilihat dari tenaga ahli yang
menangani sampah memiliki jumlah yang kurang. Sumber daya fasilitas pun masih kurang memadai
untuk mengangkut sampah. Sumber daya finansial dari pemerintah desa juga masih kurang karena
terbatasnya anggaran dana untuk membangun TPST.

Sikap para pegawai ketika melaksanakan tugas masing-masing dalam pengelolaan sampah
telah berjalan sesuai dengan aturan, para pegawai telah memiliki kemauan dan kesadaran dalam
melakukan tugasnya, serta bertanggung jawab akan tugastugasnya. Hanya saja dari masyarakat yang
kurang kesadaran diri dan kurang pemahaman mengenai persoalan sampah dan kurangnya
kesadaran diri dari masyarakat untuk membayar iuran untuk sampah. Standar operasional prosedur
dilapangan masih belum tersedia maka memakai standar operasional prosedur yang tercantum pada
peraturan dari pemerintah daerah. SOP telah dipahami oleh para petugas pelaksana pengangkut
sampah dan SOP telah dijalankan oleh petugas pengangkut sampah. Tetapi pada pengerjaannya,
belum dapat berjalan dengan maksimal karena Desa Boro belum memiliki TPST.
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